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RESUME HASIL VERIFIKASI 
IPK PT SATYA JAYA ABADI 

 
 
(1)  Identitas LVLK  

a.  Nama Lembaga  : PT MUTUAGUNG LESTARI  

b.  Nomor Akreditasi  : LVLK-003-IDN 

c.  Alamat  : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis 
   Depok 16953.  
   Website: www.mutucertification.com  

d.  Nomor Telp/Fax/E-mail  :  (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. 
   Email: forestry@mutucertification.com 

e.  Presiden Direktur  : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE. 

f.  Standar  : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-
II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar 
dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada 
Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 

   Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan 
Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. 
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian 
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 
dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  

g.  Tim Audit  : Raditya Wicaksono, S.Hut, (Lead Auditor) 
   Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor) 

h.  Tim Pengambil Keputusan  : Ir. Didik Heru Untoro 

   Ir. Taufik Margani 

      

 
(2)  Identitas Auditee 

a.  Nama Pemegang Izin :  PT Satya Jaya Abadi 

b. Nomor & Tanggal SK  : SK Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan 

dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan No. 110 

tanggal 20 Juni 2015 

c.  Luas  : ± 100 Ha 

d.  Lokasi : Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, 
Provinsi Sulawesi tenggara 

e. Alamat kantor  : Jl. H. Agus Salim No. 8, Kelurahan Bataraguru, Kota 
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara  

f.  Nomor Telp./Fax./E-mail  : 08114010678 

http://www.mutucertification.com/
mailto:forestry@mutucertification.com
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g.  Pengurus 

- Komisaris Utama  : Dwi Maryono 

- Komisaris   : Lilis Suminar 

-   Direktur Utama   :  Tri Suyono 

 

  
(3)  Ringkasan Tahapan 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Konsultasi Publik 07 September 2015 
Batauga  

 Konsultasi publik 

dilaksanakan dengan cara 
mendatangi beberapa 

stakeholders, yaitu, Dinas 
Kehutanan Kabupaten Buton 

Selatan.  
 Sedangkan dengan 

masyarakat dilakukan dengan 

masyarakat Kelurahan 

Todobuluh, Lipu mangau dan 
Jaya Bakti (berbatasan 

langsung). 
 Ringkasan catatan: 

1. Pemaparan: 

- Maksud dan tujuan 

konsultasi publik 
- Dasar acuan VLK 

- Standar VLK 
- Identitas LVLK PT 

Mutuagung Lestari 

2. Penghimpunan informasi,  
Beberapa informasi dan 

isu penting yang 
disampaikan antara lain : 

- Agar kegiatan 
operasional PT SJA 

segera mungkin berjalan 

penuh, sehingga 
penyerapan tenaga kerja 

dapat lebih banyak lagi.  
- Terdapat permintaan  

bantuan-bantuan dari  

masyarakat berupa 
pembangunan mesjid, 

lapangan bola, perbaikan 
jalan dan pembangunan 

asrama mahasiswa di 
Baubau.  

 Hubungan masyarakat sekitar 

dengan PT. SJA cukup baik 

 Hubungan Dinas Kabupaten 

dengan PT SJA sangat baik. 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

 Memperkenalkan anggota tim 

audit yang akan melakukan 

audit diperusahaan tersebut. 
 Konfirmasi tentang ruang 

lingkup pelaksanaan audit 

dan kriteria audit yang akan 

digunakan sesuai dengan 
aplikasi yang sudah 

disampaikan perusahaan 
kepada PT. MAL 

 Konfirmasi isi dari rencana 

audit/Audit Plan yang sudah 

disampaikan kepada 
perusahaan oleh PT. MAL 

 Metode Pelaksanaan Audit. 

 Sumberdaya dan fasilitas 

yang diperlukan dalam 
pelaksanaan audit. 

 Konfirmasi tentang seluruh 

ketersediaan data yang 
dibutuhkan oleh tim auditor. 

 Konfirmasi tentang 

kebutuhan akan personil dari 

perusahaan yang akan 
mendampingi seluruh 

kegiatan audit. 
 Meminta agar perusahaan 

dan tim auditor dapat 

melakukan koordinasi dan 

kerjasama yang baik guna 
memperlancar pelaksanaan 

audit.  
 Meminta agar manajemen 

menunjuk petugas 

berwenang yang akan 

dikonfirmasi berkaitan 
informasi yang dibutuhkan 

pada masing-masing 
indikator dengan waktu 

wawancara sesuai dengan 
yang tercantum dalam jadwal 

audit.  

 Status dan definisi dari 

temuan audit yang digunakan 
(Memenuhi atau Tidak 

Memenuhi). 

Pertemuan Pembukaan 08 September 2015 
Kantor PT SJA 

 Memperkenalkan anggota tim 

audit yang akan melakukan 
audit diperusahaan tersebut. 

 Konfirmasi tentang ruang 

lingkup pelaksanaan audit 
dan kriteria audit yang akan 

digunakan sesuai dengan 
aplikasi yang sudah 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

disampaikan perusahaan 

kepada PT. MAL 

 Konfirmasi isi dari rencana 
audit/Audit Plan yang sudah 

disampaikan kepada 

perusahaan oleh PT. MAL 
 Metode Pelaksanaan Audit. 

 Sumberdaya dan fasilitas 

yang diperlukan dalam 

pelaksanaan audit. 
 Konfirmasi tentang seluruh 

ketersediaan data yang 

dibutuhkan oleh tim auditor. 

 Konfirmasi tentang 

kebutuhan akan personil dari 
perusahaan yang akan 

mendampingi seluruh 
kegiatan audit. 

 Meminta agar perusahaan 

dan tim auditor dapat 
melakukan koordinasi dan 

kerjasama yang baik guna 

memperlancar pelaksanaan 
audit.  

 Meminta agar manajemen 

menunjuk petugas 
berwenang yang akan 

dikonfirmasi berkaitan 

informasi yang dibutuhkan 
pada masing-masing 

indikator dengan waktu 
wawancara sesuai dengan 

yang tercantum dalam jadwal 

audit.  
 Status dan definisi dari 

temuan audit yang digunakan 

(Memenuhi atau Tidak 
Memenuhi). 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

08-10 September 2015 

 

Kantor dan Areal Kerja PT SJA 

Pertemuan Penutupan 11 September 2015, 

Kantor PT SJA 

 

 Penyampaian hasil sementara 

audit verifikasi legalitas kayu 

 Hasil sementara audit 

Verifikasi Legalitas Kayu ada 

3 verifier yang tidak 
memenuhi. 

 Verifier yang tidak memenuhi 

sudah diperbaiki dan 
diverifikasi per tanggal 14 

dan 23 September 2015  

Pengambilan Keputusan 25 September 2015 
Kantor PT Mutuagung Lestari 

PT Satya Jaya Abadi diputuskan 
“Memenuhi” persyaratan 

memperoleh Sertifikat Legalitas 
Kayu 
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(4)  Resume Hasil Penilaian : 

Verifikasi Legalitas Kayu Memenuhi/ 
Tidak 

Memenuhi/ NA 

Ringkasan Justifikasi 

Kriteria 1.1. 

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk 

kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan 

Indikator 1.1.1. 

Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang 
terletak di kawasan hutan produksi 

Verifier a. ILS/IPK pada areal 

pinjam pakai 

NA PT SJA adalah pemilik IPK pada 
APL, bukan termasuk pemegang 
izin pinjam pakai kawasan dan 
pelaku usaha pada kawasan 
hutan yang wajib memiliki 
dokumen lingkungan 

Verifier b. Peta lampiran ILS/IPK 

pada areal izin pinjam 

pakai (dilampiri izin 

pinjam pakai dan 

petanya) 

NA PT SJA adalah pemilik IPK pada 
APL, bukan termasuk pemegang 
izin pinjam pakai kawasan dan 
pelaku usaha pada kawasan 
hutan yang wajib memiliki 
dokumen lingkungan 

Kriteria 1.2.  

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk 

kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 

Indikator 1.2.1. 

Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR 

Verifier a. Izin HTHR NA 

 
PT SJA adalah pemilik IPK pada 
APL, bukan termasuk pemegang 
izin HTHR. 

Verifier b. Peta lampiran HTHR  NA PT SJA adalah pemilik IPK pada 
APL, bukan termasuk pemegang 
izin HTHR. 

Kriteria 1.3.  

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-
kehutanan yang mengubah status hutan 

Indikator 1.3.1. 

Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan 
kegiatan non kehutanan 

Verifier a. Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang IPK 

NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL bukan pelaku usaha 
non kehutanan didalam kawasan 
hutan yang dilepaskan untuk 
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sama dengan 

pemegang izin usaha) 

peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

Verifier b. Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang IPK 

yang berbeda dengan 

pemegang izin usaha) 

NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL bukan pelaku usaha 
non kehutanan didalam kawasan 
hutan yang dilepaskan untuk 
peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

Verifier c. IPK pada areal yang 

dilepaskan 

NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL bukan pelaku usaha 
non kehutanan didalam kawasan 
hutan yang dilepaskan untuk 
peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

Verifier d. Peta lampiran IPK NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL bukan pelaku usaha 
non kehutanan didalam kawasan 
hutan yang dilepaskan untuk 
peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

Verifier e. Dokumen sah memuat 

perubahan status 

kawasan (bagi 

pemegang IPK sama 

dengan pemegang izin 

usaha) 

NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL bukan pelaku usaha 
non kehutanan didalam kawasan 
hutan yang dilepaskan untuk 
peruntukan kegiatan non 
kehutanan 

Indikator 1.3.2. 

IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi 

Verifier a. IPK pada areal yang 

dilepaskan 

NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL bukan pemilik izin IPK 
pada kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk pemukiman 
transmigrasi 

Verifier b. Peta lampiran IPK NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL bukan pemilik izin IPK 
pada kawasan hutan yang 
dilepaskan untuk pemukiman 
transmigrasi 

Kriteria 1.4. 

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 

Indikator 1.4.1. 

Pelaku usaha memiliki IPK pada APL 

Verifier a. Dokumen rencana 

IPK/ILS (survey 

potensi) 

Memenuhi PT SJA telah memiliki 
kelengkapan dokumen survey 
potensi dengan intensitas 
sampling 5% keabsahannya 



 

PT MUTUAGUNG LESTARI 

MUTU-4134H/2.0/08082014                                                                                                                         Page 7 of 9 

 

dibuat oleh WASGANIS-PHPL 
Canhut. yang diperbantukan 

Verifier b. Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang IPK 

sama dengan 

pemegang izin usaha) 

NA PT SJA bukan pelaku usaha izin 
non kehutanan, tetapi yang 
bertindak sebagai pemegang izin 
non kehutanan adalah 
Pemerintah Kabupaten Buton 
Selatan 

Verifier c. Izin usaha dan 

lampiran petanya 

(bagi pemegang IPK 

yang berbeda dengan 

pemegang izin usaha) 

NA PT SJA bukan pelaku usaha izin 
non kehutanan, tetapi yang 
bertindak sebagai pemegang izin 
non kehutanan adalah 
Pemerintah Kabupaten Buton 
Selatan 

Verifier d. IPK pada APL Memenuhi Areal IPK PT SJA tahun 2015 
didasarkan areal yang disetujui 
berdasarkan SK yang diterbitkan 
Kepala Dinas  Pertanian, 
Peternakan, Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Buton 
selatan a.n. Bupati Pemerintah 
Daerah Buton Selatan 

Verifier e. Peta Lampiran IPK Memenuhi PT SJA telah memiliki lampiran 
Peta Areal IPK Pada APL tahun 
2015 yang disahkan oleh 
WASGANIS-PHPL Canhut. 
Koordinat lokasi dipeta 
mendekati koordinat lokasi 
dilapangan baik Bujur 
(BT)/sumbu X maupun Lintang 
(LT)/sumbu Y 

Indikator 1.4.2. 

IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi 

Verifier a. IPK pada APL NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL tapi peruntukannya 
bukan untuk pemukiman 
transmigrasi 

Verifier b. Peta Lampiran IPK NA PT SJA adalah pemilik izin IPK 
pada APL tapi peruntukannya 
bukan untuk pemukiman 
transmigrasi 

Kriteria 2.1.  

Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS 

Indikator 2.1.1. 

IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan 

Verifier Dokumen rencana 

penebangan IPK/ILS 

Memenuhi PT SJA telah membuat Rencana 
Penebangangan yang disahkan 
oleh Direkturnya dan sudah dan 
disahkan dalam waktu yang 
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sesuai dengan tata waktu dalam 
peraturan dan sudah dilaporkan 
ke Instansi terkait 

Indikator 2.1.2. 

Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat 
dilacak keabsahannya 

Verifier a. Dokumen potensi 

tegakan pada areal 

kerja 

Memenuhi PT SJA telah memiliki laporan 
hasil inventarisasi potensi 
tegakan areal IPK-nya dan 
menggunakan metode sampling 
sebesar 5% dalam pengambilan 
datanya. Tenaga teknis yang 
digunakan dalam survey potensi 
tersebut sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku 

Verifier b. Dokumen produksi 

kayu (LHP) 

Memenuhi PT SJA belum pernah membuat 
LHP setelah ijinnya keluar. Akan 
tetapi tersedia Petugas Pembuat 
LHP yang merupakan petugas 
kehutanan berkualifikasi 
WASGANIS PHPL-PKB-R 

Kriteria 2.2. 

Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan 
kayu 

Indikator 2.2.1. 

Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan 

Verifier a. Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) 

DR dan/atau PSDH 

telah diterbitkan 

NA PT SJA belum mendapatkan SPP 
PSDH-DR-PNT, karena belum 
membuat LHP 

Verifier b. Bukti Setor DR 

dan/atau PSDH 

NA Belum tersedia bukti setor PSDH-
DR dan PNT karena belum 
adanya LHP akan tetapi terdapat 
Bank garansi yang disetorkan 
oleh PT SJA untuk jaminan 
pembayaran PSDH-DR dan PNT 
sebesar 3/12 dari total 
perhitungan potensi areal IPK PT 
SJA 

Verifier c. Kesesuaian tarif DR 

dan PSDH atas kayu 

hutan alam (termasuk 

hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman) dan 

kesesuaian tarif PSDH 

NA PT SJA belum mendapatkan SPP 
PSDH-DR-PNT, karena belum 
membuat LHP 
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untuk kayu hutan 

tanaman 

Indikator 2.2.2. 

Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah 

Verifier a. FAKB dan DKB untuk 

KBK diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan 

NA PT SJA belum melakukan 
pengangkutan kayu 

Verifier b. SKSKB dan DKB untuk 

KB 

NA PT SJA belum melakukan 
pengangkutan kayu 

Kriteria  2.3 

Pemenuhan penggunaan tanda V-legal 

Indikator  2.3.1. 

Implementasi Tanda V-legal 

Verifier  Tanda V-legal yang 

dibubuhkan sesuai 

ketentuan 

NA PT SJA belum mendapatkan S-LK 
maupun S-PHPL (dalam proses 
sertifikasi) 

Kriteria  3.1. 

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Indikator  3.1.1. 

Prosedur dan implementasi K3 

Verifier a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT SJA telah memiliki Dokumen 
prosedur K3 dan personil yang 
bertanggungjawab terhadap K3. 

Verifier b. Ketersediaan peralatan 

K3 

Memenuhi PT SJA memiliki peralatan K3 
berupa Helm safety, Sepatu 
safety, sarung tangan kain, 
masker, kacamata safety dan 
Kotak P3K 

Verifier c. Catatan kecelakaan 

kerja 

Memenuhi PT SJA telah membuat catatan 
kecelakaan kerja bulanan, dan 
tersedia prosedur penanganan 
terhadap kecelakaan kerja 

Kriteria 3.2.  

Pemenuhan standar umur tenaga kerja 

Indikator 3.2.1. 

Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur 

Verifier Pekerja yang masih di 

bawah umur 

Memenuhi Berdasarkan data karyawan dan 
observasi lapangan, PT SJA tidak 
mempekerjakan karyawan di 
bawah umur 

 
 






